ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus terkait peraturan Perpres
Nomor 49 Tahun 2023 yang nampaknya masih kurang efektif dilakukan sebab,
masih terjadi peningkatan TPPO. Berdasarkan Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus tindak pidana
perdagangan orang tahun 2019-2022 terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban
TPPO dengan tren pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, pada 2020
dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus
dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor
sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO. Adapun Rumusan masalah ini adalah
1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan orang oleh satgas gugus tugas polres tulungagung?2) Bagaimana
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Polres
Tulungagung?Bagaimana Kendala dalam penegak 3) Bagaimana Kendala dalam
penegakan dan penanganan tindak pidana perdangangan orang oleh Polres
Tulungagung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk
mempelajari upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah analisa Yuridis Sosiologis,
yang mengkaji peraturan hukum terkait perlindungan korban dan pengaruh
interaksi sosial dalam pelaksanaannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini
mencakup tiga tahap utama: data condensation (kondensasi data), data display
(penyajian data), dan conclusion drawing atau verification (simpulan atau
verifikasi). Hasil penelitian ini adalah 1) Satgas TPPO memberikan perlindungan
hukum dengan pendekatan berbasis kebutuhan korban, melibatkan rumah aman,
pendampingan hukum, dan koordinasi dengan LPSK. 2) Penegakan hukum oleh
Polres dilakukan sesuai UU No. 21 Tahun 2007, dengan proses terstruktur dan
kolaborasi lintas instansi untuk memastikan keadilan. Kendala penegakan hukum
TPPO meliputi ketakutan korban, modus pelaku yang canggih, dan keterbatasan
sumber daya, sehingga perlu kebijakan preventif dan edukasi untuk efektivitas
jangka panjang.
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